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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Implementasi penggunaan alat pembayaran negara non tunai yaitu Kartu Kredit 

Pemerintah (KKP) dan Cash Management System Virtual Account (CMS VA) 

pada Satker Pusbangkom Manajemen BPSDM Kementerian PUPR telah 

berjalan sejak Tahun 2019 hingga saat ini, namun diketahui dari hasil penelitian 

bahwa realisasi penggunaannya masih sangat rendah yaitu hanya mencapai 2% 

dari pagu DIPA dikarenakan penggunaan uang tunai masih tinggi.  

2. Belum optimalnya penggunaan KKP dan CMS VA disebabkan oleh faktor 

internal dan eksternal, diantaranya yaitu : 

a. Faktor Internal :  
1) Kurangnya Komitmen Pimpinan terkait penggunaan KKP dan CMS VA; 

2) Kurangnya kompetensi SDM; 

3) Kurangnya fasilitasi peningkatan kompetensi SDM dalam penggunaan 

KKP dan CMS VA; 

4) Tidak adanya SOP tata cara penggunaan KKP dan CMS VA 

b. Faktor Eksternal : 
1) Adanya biaya tambahan Surcharge dari merchant / toko penyedia atas 

transaksi KKP dan CMS VA; 

2) Adanya persyaratan rekening bank untuk pembayaran CMS VA; 

3) Kurangnya pendampingan dari pihak Bank (PIC CMS VA); 

4) Belum adanya sistem punishment dari pembuat regulasi (BUN); 

3) Langkah-langkah strategi sebagai upaya optimalisasi penggunaan KKP dan 

CMS VA, yaitu sebagai berikut : 

a. Pendataan Ulang KKP; 

b. Penetapan Target Pemakaian KKP dan CMS VA; 

c. Penyusunan SOP dan Nota Dinas KKP dan CMS VA; 

d. Penguatan SDM; 

e. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka sebagai output atau tujuan dari 

penelitian ini, direkomendasikan beberapa saran kepada Pimpinan Pusbangkom 

Manajemen agar upaya optimalisasi pemakaian KKP dan CMS VA sebagai alat 

pembayaran belanja negara dalam rangka mewujudkan budaya cashless serta 

meminimalisir temuan audit dapat tercapai, yaitu :  

1. Merekomendasikan kepada pimpinan satker agar segera melakukan tindak 

lanjut atas permasalahan implementasi KKP dan CMS VA yang dihadapi, yaitu 

dengan menerbitkan SOP serta menetapkan target penggunaan setiap bulannya 

untuk meningkatkan realisasinya. 

2. Berdasarkan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi belum optimalnya 

penggunaan KKP dan CMS VA, merekomendasikan agar pimpinan dapat 

memanfaatkan kekuatan serta peluang yang dimiliki oleh satker untuk 

mengurangi faktor penghambat yaitu berkomitmen meningkatkan 

pengawasan, menjalankan SOP, rutin berkoordinasi baik secara internal 

dengan para pegawai dan secara eksternal dengan stake holder seperti KPPN 

dan Pihak Bank, serta menjadwalkan kegiatan pelatihan untuk SDM internal 

untuk  meningkatkan pemahaman terkait KKP dan CMS VA.  

3. Merekomendasikan agar pimpinan segera melaksanakan langkah strategi yang 

disusun dalam penelitian ini untuk mewujudkan optimalisasi penggunaan KKP 

dan CMS VA yaitu :  

a) Pendataan Ulang Pemegang KKP  dan CMS VA dalam waktu satu minggu; 

b) Penetapan Target Penggunaan, minimal penggunaan 50% dalam sebulan; 

c) Penerbitan SOP dan Nota Dinas, yaitu dalam semester pertama TA. 2023 

SOP ataupun Nota dinas telah ditetapkan, dan didistribusikan; 

d) Penguatan SDM, diantaranya pemberian sosialisasi SOP, fasilitasi 

pengembangan kompetensi bidang keuangan yang dijadwalkan dalam 

setahun dapat memenuhi 20 JP diklat per pegawai; 

e) Melakukan Monev secara berkala, pembuatan laporan monev internal   

    bulanan dan eksternal secara triwulanan. 
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